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ABSTRACT 

 

 

HERLINA MOHA.   E1122016.   THE ANALYSIS OF TRANSPARENCY 

AND ACCOUNTABILITY OF SOCIAL ASSISTANCE FUNDS AT THE 

SOCIAL AND COMMUNITY EMPOWERMENT OFFICE OF GORONTALO 

MUNICIPALITY  

 

This study aims to analyze the transparency and accountability in managing 

Social Assistance Funds by the Social and Community Empowerment Office of 

Gorontalo Municipality. This study is a descriptive qualitative research using key 

informants. The results of this study indicate that the transparency of the 

distribution of the Regional Non-Cash Food Assistance funds, in this case, the 

government assistance funds managed by the Gorontalo City Social and 

Community Empowerment Office are declared to have met and followed the 

transparency standards regulated in the Regional Non-Cash Food Assistance fund 

distribution procedure and the accountability of reporting for the implementation 

of the Regional Non-Cash Food Assistance fund distribution program managed by 

the Gorontalo City Social and Community Empowerment Office used as 

accountability. It can be declared to have been implemented and reported 

accountably. 

 

Keywords: transparency, accountability, social assistance funds 
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ABSTRAK 

 

 

HERINA MOHA. E1122016. ANALISIS TRANSPARANSI DAN 

AKUNTABILITAS DANA BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL  DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

Dana Bantuan Sosial oleh Dinas Sosisal dan Pemberdayaan Masyarakat 

Gorontalo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan narasumber kunci (key informan).Hasil dari penelitian ini adalah 

transparansi penyaluran dana BPNTD dalam hal ini dana bantuan pemerintah 

yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo 

dinyatakan telah memenuhi dan sesuai dengan standar tansparansi yang diatur 

dalam prosedur penyaluran dana BPNTD dan akuntabilitas pelaporan yang 

dijadikan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan program penyaluran dana 

BPNTD yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo dapat dinyatakan telah terlaksana dan terlapor secara akuntabel.  

 

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabel, Dana Bantuan Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

 Sekitar 274,9 juta orang penduduk Indonesia, Indonesia adalah negara 

dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, menurut hasil 

Worldometers 2020. Sebagai pemenuhan kewajibannya untuk memberikan 

kesejahteraan sosial untuk semua masyarakat Indonesia, Indonesia menghadapi 

tantangan tersendiri karena populasinya yang besar. 

 Menurut Undang-Undang Jaminan Sosial No. 11 Tahun 2009, 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermartabat 

adalah syarat untuk masyarakat dapat berkembang dan menjalankan fungsi 

sosialnya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat dapat 

melakukan hal ini melalui pelayanan sosial seperti rehabilitasi sosial, 

kesejahteraan, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

 Tujuan pembangunan nasional tidak dapat mengabaikan kesejahteraan 

sosial. Peningkatan pembangunan sosial adalah upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan rakyat Indonesia secara berkelanjutan dengan 

menggunakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sambil 

mempertimbangkan hambatan perkembangan global yang ada. Kedua hal ini 

saling terkait karena pengembangan kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah 

serangkaian tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dengan kerja sama dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah 
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pusat, dan pemerintah daerah. Menurut Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan 

bahwa mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup melalui 

penerapan kebijakan yang menciptakan keadilan, kesajahteraan, dan kemakmuran. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Gorontalo, Kota Gorontalo dari 

Tahun 2021 hingga 2023 penduduk miskin terus mengalami penurunan namun 

tidak begitu signifikan. Terhitung tahun 2021 jumlah penduduk miskin kota 

gorontalo sebanyak 12,94 ribu jiwa penduduk, di tahun 2022 turun menjadi 12,67 

Ribu Jiwa Penduduk . Dan di tahun 2023 turun menjadi 12, 62 Ribu Jiwa 

Penduduk. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota  

Gorontalo. Pemerintah harus terus berusaha menekan angka kemiskinan dan 

memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang tergolong sebagai 

penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan di salurkannya 

bantuan sosial yang berdasarkan Pasal 1, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial 

Tahun 2019 tentang Alokasi Pengeluaran Bantuan Sosial menyebutkan bahwa 

bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada perorangan, 

keluarga, kelompok atau masyarakat.  Masyarakat yang miskin, tidak mampu dan 

rentan terhadap resiko sosial. Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Gorontalo, Pemerintah menyediakan alokasi dana bansos selang tahun 2021 

sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Dan  

Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo 

No 
Tahun 

Anggaran 

PAGU Anggaran 

(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Jenis 

Bansos 



 
 

3 
 

 

1 2021 2.275.368.630 - BSPD 

2 2022 2.031.100.000 2.031.100.000 BPNTD 

3 2023 1.438.200.000 1.438.200.000 BPNTD 

 

 Adapun sebelum penyaluran bantuan sosial, masyarakat harus ditetapkan 

menjadi penerima bantuan sosial kementerian sosial dengan melakukan verifikasi 

data, verifikasi data yang mencakup penerima bantuan sosial telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Pasal 12 yang 

meliputi, kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, keterpencilan, ketunaan 

sosial atau penyimpangan perilaku, korban bencana,dan/atau korban tindak 

kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Diharapkan pada realisasi dan penyaluran 

dana bantuan sosial ini  berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan tentunya ada 

transparansi dan akuntabilitas dari lembaga terkait dalam menjalankan tugas dan     

kewajibannya. 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menetapkan asas 

akuntabilitas sebagai salah satu prinsip umum dalam penyelenggaraan negara. 

Menurut prinsip akuntabilitas, masyarakat harus bertanggung jawab atas semua 

hasil penyelenggaraan negara, karena akuntabilitas menunjukkan keberhasilan 

atau kegagalan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

 Penyaluran Dana Bantuan Sosial memiliki banyak kepentingan sehingga 

bantuan sosial menjadi menarik untuk dibahas. Hal ini diperlukan oleh masyarakat 

atau kelompok masyarakat untuk tujuan sosial dan kesejahteraan. Untuk menjaga 
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kesejahteraan warga yang dipimpinnya, kepala daerah dan DPRD 

membutuhkannya. Belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak adalah 

bantuan sosial ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menjadi 

lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana bantuan sosial ini, 

mulai dari penganggaran hingga evaluasi dan pemantauan. Ini akan memberi 

masyarakat pemahaman tentang bagaimana dana tersebut digunakan oleh 

pemerintah terkait, dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Gorontalo. 

Di Kota Gorontalo, dinas sosial menjadi lembaga yang dipercaya untuk 

mengelola dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Diharapkan belajar dari beberapa masalah yang dipaparkan diatas, 

pihak dinas sosial mampu mengutamakan transparansi dalam pengelolaan dan 

penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat begitupun akuntabilitas untuk 

segala kebijakan yang diambil dalam pengelolaan bantuan sosial. Transparansi 

dan akuntabilitas yang dilakukan oleh dinas sosial dalam pengelolaan bantuan 

sosial tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjadikan dinas 

sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo sebagai lembaga yang 

memiliki kredibilitas dan terpercaya bagi masyarakat. 

Tidak dapat di pungkiri dalam realisasi di lapangan, penyaluran bansos di 

Gorontalo memiliki beberapa masalah yang terindikasi tejadinya ketidak 

transparan dalam sistem penyaluran dana bantuan, antara lain verifikasi penerima 

bantuan yang tidak sesuai atau tidak adanya data lengkap sebab pemerintah pusat 

hanya memberikan data tersebut kepada pihak Bank hal ini diindikasi sebagai 
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bentuk tindakan yang tidak akuntabel, selain itu masih ada beberapa anggaran 

yang belum tersalurkan disebabkan masyarakat penerima bantuan adalah 

tergolong masyarakat mampu, dan lagi ada yang meninggal dunia, pindah 

domisili, dan penerima ganda atau tidak memiliki ahli waris, selain itu juga 

ditemukan ketidak sesuaian data penerima yang di usulkan dengan penerima 

diakibatkan ada beberapa oknum yang memanfaatkan kewenangannya untuk 

mengganti data yang seharusnya menjadi penerima menjadi tidak menerima. Dari 

keadaan ini dapat dinyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas penyaluran 

dana bantuan sosial masih tergolong lemah. 

 Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap 

warganya. Melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai transparansi 

sangat membantu menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. 

Dalam penyelenggaraan pemerintah bahwa transparansi dapat memberikan 

makna yang sangat berarti sebagai salah satu wujud akuntabilitas pemerintah 

kepada rakyat, menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan juga 

dapat mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. Penelitian 

ini juga merujuk dari penelitian yang dialkukan oleh Mujayanti, Mandasari, dkk 

(2015) tentang penerapan akuntabilitas dan transpransi dana bansos yang 

dilakukan dengan cara setiap pengurus diwajibkan membuat laporan 

pertanggungjawaban pada setiap dana bansos yang mereka terima, hal ini 

merupakan strategi yang tepat untuk menghindari tindakan korupsi. Transparansi 

sangat diperlukan dalam pemerintahan yang baik dan bahkan merupakan salah 
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satu syarat penting bagi pemerintahan. 

Melihat uraian diatas terlihat bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat 

penting bagi pemerintah khususnya dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

kota Gorontalo untuk diterapkan dalam pengelolaan bantuan sosial. Bilamana 

sudah adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan maka perlu lagi 

dilakukan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi Dan 

Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial  Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Gorontalo”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam penelitian ini 

maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Gorontalo?” 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial oleh Dinas Sosisal dan 

Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo. 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial 

oleh Dinas Sosisal dan Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 

Melalui penelitian ini diharap akan menyarankan untuk 

mengimplementasikan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana 

Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 

 1.4.2.1. Bagi Peneliti 

 

Bentuk pengembangan diri dalam penelitian dan bentuk komitmen 

kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada 

diperkuliahan. 

 1.4.2.2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo 

 

Membantu pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas 

kebijakan publik oleh pemerintah. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Transparansi 

Transparansi berasal dari kata transparansi. Artinya jelas dan faktual serta 

terbuka. Sebutan untuk transparansi bisa dipahami menjadi bentuk terbukanya 

informasi. Transparansi merupakan informasi yang berkaitan dengan organisasi 

mudah di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mudah dipahami, jelas, 

terbuka dan benar, baik informasi keuangan, program, kinerja dan lain-lain 

(Utama, dkk, 2014: 107). 

Menurut Nisa (2017: 16) transparansi merupakan tindakan keterbukaan 

antara pengambil keputusan dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan akses 

yang sama terhadap informasi tentang sumber daya dan dana yang diperoleh 

untuk digunakan oleh suatu organisasi. Sejalan dengan Mardiasmo (2009: 18) 

yang mengemukakan bahwa transparansi adalah kebebasan memperoleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung 

yang dapat diperoleh yang membutuhkan. 

Dalam sistem pemerintahan juga tidak lepas dengan istilah transparansi, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Krina (2003: 13) bahwa transparansi 

diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua 

untuk menerima informasi tentang tata kelola pemerintahan, khususnya tentang 
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kebijakan, praktik, dan hasil. Sedangkan menurut Mustopa Dijaya (2003:261) 

transparansi adalah keterbukaan pemerintah. merumuskan kebijakan kepada 

publik. Dengan demikian, transparansi ini pada akhirnya akan menciptakan 

akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat. 

Menurut Burkens (dalam Thamrin 2013:39), transparansi (keterbukaan) 

memberikan makna bahwa dalam banyak bidang kegiatan pemerintahan, 

masyarakat ikut serta langsung dalam proses persiapan, kebijaksanaan dan 

pembentukan keputusan. Transparansi pemerintahan memungkinkan peran serta 

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peran serta merupakan bentuk jaminan 

bagi warga masyarakat atau pihak yang ada pada umumnya juga dapat 

mengajukan keberatan melawan keputusan jika itu tidak setuju. Sejalan dengan 

yang di kememukakan Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan 

dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan berdampak positif 

bagi pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas pengambil 

keputusan sehingga pengawasan publik terhadap lembaga pembuat kebijakan 

berjalan efektif. 

Transparansi pemerintah dan pengambilan keputusan pemerintah dalam 

implementasi kebijakan dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan 

mencegah korupsi di kalangan pegawai negeri. Untuk tujuan ini, aturan dan 

prosedur sederhana yang mudah dipahami dan diterapkan akan lebih disukai 

daripada yang memberikan wewenang diskresi kepada pejabat pemerintah atau 

yang cenderung memahami dalam berbagai cara. Bertujuan pada jenis aturan 

terakhir yang memungkinkan pada teori. Dan kemungkinan publik untuk 
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mengakses informasi dan memperjelas aturan, regulasi, serta keputusan 

pemerintah. Yang berarti mengurangi ketidakpastian tentang keputusan 

pelaksanaan pemerintah dan kebijakan publik, serta mencegah korupsi di 

lingkungan pejabat public Nations (2007: 7). 

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik 

antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin 

kemudahan di dalam memperoleh Informasi. Makna transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal, yaitu:  bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya meningkatkan tata 

pemerintahan dan pemerintahan yang baik serta mengurangi risiko kolusi, 

korupsi, dan nepotisme (Astuti, 2014: 19). 

Tentu saja, ada tujuan yang ditujukan untuk transparansi dalam pengelolaan 

keuangan dengan memperkenalkan transparansi menurut Fierda Shafratunnisa 

dalam Nisa (2017: 17) adalah : 

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran 

masyarakat dengan adanya kontrol sosial. 

2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi 

 

3. Mendorong  masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan kegiatan 

4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan 
 

5. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan prinsip. 

 

Selain adanya tujuan yang ingin dicapai, penerapan transparansi juga 

mempunyai manfaat yang luas. Seperti yang diuraikan oleh Nico (2007: 21) 
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mengemukakan jika ada beberapa manfaat yang sangat penting dalam transparansi 

anggaran yaitu: 

1. Memerangi korupsi 

 

2. Memudahkan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan kebijakan. 

 

3. Menaikkan hasil pertanggungjawaban sehingga masyarakat bisa menilai 

kinerja organisasi. 

4. Peningkatan kohesi sosial, berkat kepercayaan publik pada institusi. 

 

5. Ciptakan lingkungan investasi yang bagus serta tingkatkan keamanan 

bisnis. 

Menurut Dwiyanto (2006: 236) prinsip transparansi pemerintah dapat 

mengukur dengan berbagai indikator, yaitu: 

1. Terdapat sistem yang jelas dan mudah dipahami untuk keterbukaan dan 

standarisasi semua proses manajemen pemerintahan 

2. Terdapat ada mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan umum tentang 

berbagai kebijakan, layanan publik, dan proses sektor public 

3. Terdapat mekanisme pelaporan dan penyebarluasan informasi tentang 

perilaku menyimpang pegawai negeri sipil dalam kegiatan administrasi 

pemerintahan. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam 

pemerintahan sangat penting untuk dilakukan disemua aspek dalam pemerintahan. 

Salah satu bagian transparansi dalam pemerintahan yang juga penting untuk 

dibahas adalah transparansi keuangan dalam pemerintahan. Keuangan yang di 

alokasi pemerintah juga harus di informasikan secara terbuka (transparan) agar 
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warga dapat menilai kecukupan atau kekurangan untuk membiayai kebijakan, 

program dan kegiatan. Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi 

keuangan kepada public lebih dipercaya dibanding pemerintah yang tertutup. 

Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga 

memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup 

informasi keuangan juga dapat diduga kurang berkompetensi dalam mengelola 

dan melaporkan keuangan Salle (2016: 2). 

2.1.2.Kriteria Transparansi 

Menurut Kristianten (2006:73) dalam Adianto Asdi Sangki, Dkk (2016:3) 

adapun keriterian transparansi yaitu: Kesediaan dan aksesibilitas dokumen, 

kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi 

yang menjamin transparansi 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.  

2.1.3.Dimensi Transparansi 

 Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut: 

 1. Invormativeness (Informatif) 

  Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, 

data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara 
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jelas dan akurat. 

  Indikator dari informative menurut Mardiasmo (2006) anatara lain 

adalah: 

a. Tepat Waktu 

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, social, 

politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan 

keputusan tersebut. 

b. Memadai 

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prindip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan 

informative yang memadai atas hal – hal material. 

c.  Jelas 

Informasi harus jelas sehingga dipahami untuk tidak menimbulkan 

kesalahpahaman. 

d. Akurat 

Infromasi harus bebas dari kesalahan – kesalahan dan tidak 

menyeseatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan 

informasi tersebut. 

e. Dapat diperbandingkan 

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan anatara 

periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, 

daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan 
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untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain 

yang sejenis. 

f. Mudah diakses 

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak. 

 2. Disclosure (pengungkapan) 

  Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas 

aktifitas dan kinerja finansial. 

a. Kondisi Keuangan 

Suatu tampilan atau secara utuh atas keuangan organisasi atau 

organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu 

b. Susunan Pengurus 

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur 

organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan 

bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda 

tersebut diintegrasikan (Koordinasi). 

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegaitan 

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

2.1.4. Akuntabilitas 

 

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah istilah yang berasal dari 

istilah account yang artinya pencatatan atau pelaporan, dan ability artinya 

kesanggupan. Secara umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

pertanggungjawaban. Organisasi yang akuntabel adalah organisasi yang secara 

terbuka menyajikan informasi tentang keputusan yang dibuat, membuatnya 
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tersedia untuk orang luar, dan siap untuk mengambil tindakan kreatif bila 

diperlukan (Baldy, 2019: 36). 

Akuntabilitas merupakan sejauh mana birokrasi pemerintah 

merepresentasikan derajat akuntabilitas kebijakan dan proses pelayanan publik. 

Dalam hal ini, ada dua bentuk kewajiban, yaitu kewajiban eksplisit dan kewajiban 

implisit. Tanggung jawab yang jelas (secara konseptual disebut sebagai daya 

tanggap) adalah tanggung jawab seorang pegawai negeri atau pegawai negeri sipil 

ketika diminta untuk menanggung akibat dari cara yang digunakan untuk 

melakukan pekerjaan. Tanggung jawab implisit berarti bahwa semua pejabat atau 

pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab implisit atas semua kebijakan, 

tindakan, atau proses layanan publik. Rasa tanggung jawab lainnya adalah 

pertanggungjawaban pembuat kebijakan kepada warga Dwiyanto (2006: 80). 

Hafidz (2011) menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, sama halnya dengan Tungga, dkk (2013:12) yang menyatakan 

akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

CFO atau bisa disebut sebagai bendahara jika menerima amanat dari 

masyarakat ataupun donatur, berarti mereka sudah melewati kesepakatan ataupun 
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kendala dimana bendahara akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun 

tugasnya ialah untuk mengadministrasikan laporan keuangan dengan baik, dan 

oleh fakta bahwa ia secara tidak langsung terikat oleh suatu perjanjian dengan 

seorang rekanan terbatas yang akan mengelola laporan keuangan dengan baik dan 

dapat membuat akun tersebut di kemudian hari (Nisa, 2017: 14). 

Peran suatu pemerintah dalam mengatur keuangan suatu daerah adalah 

bentuk pelayanan masyarakat dengan memberikan laporan pertanggungjawaban, 

informasi keuangan yang dilakukan secara terbuka, dan mengawasi proses 

pengelolaan keuangan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang bertanggung 

jawab. Hal ini sesuai dengan teori kepengurusan. Singkatnya, tugas internal 

adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat (Wardana, 2016). 

Untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, laporan keuangan harus 

disajikan secara lengkap dengan informasi keuangan. Sebagai pengelola dana 

publik, pemerintah harus mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. Untuk mencapai hal ini melalui reformasi dalam penyajian 

laporan keuangan tahunan, negara harus mampu menyajikan laporan keuangan 

yang nyata, handal, mudah dipahami, dan bisa dibandingkan, kemudian 

dipublikasikan kepada publik. 

Untuk menjamin akuntabilitas publik, diperlukan suatu penyajian informasi 

keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana 

masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Untuk mewujudkan hal tersebut dengan melakukan reformasi dalam penyajian 

laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara 
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relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan serta mempublikasikannya 

kepada publik (Fauziah, dkk, 2017). 

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dalam (Sangki, Gosal, & Kairupan, 

2017) bahwa dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu: 

1. Tanggung jawab hukum dan kejujuran (probabilitas dan legalitas) Tanggung 

jawab hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

lain yang disyaratkan oleh organisasi, sedangkan tanggung jawab kejujuran 

berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan 

kolusi. Akuntabilitas hukum memastikan penghormatan terhadap aturan 

hukum, sementara akuntabilitas yang jujur memastikan praktik organisasi 

yang baik 

2. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial diartikan sebagai 

akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah bertanggung 

jawab atas manajemen organisasi yang efektif dan efisien. 

3. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program organisasi harus 

berkualitas tinggi dan mendukung strategi untuk mencapai visi, misi, dan 

tujuan organisasi. Lembaga publik harus bertanggung jawab atas program 

yang telah dilaksanakan sampai program tersebut dilaksanakan 

4. Akuntabilitas kebijakan Lembaga publik harus dapat 

mempertanggungjawabkan kebijakan yang diidentifikasi dengan 

mempertimbangkan dampak di masa depan. Ketika mengembangkan suatu 

kebijakan, perlu dipertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dan 

mengapa kebijakan tersebut diimplementasikan. 
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5. Tanggung jawab keuangan Tanggung jawab ini ada pada lembaga publik 

untuk menggunakan dana publik secara ekonomis dan efisien, menghindari 

pemborosan, kehilangan dana, dan korupsi. Tanggung jawab keuangan 

menjadi penting karena merupakan tujuan utama masyarakat. Tanggung 

jawab ini mensyaratkan bahwa laporan keuangan organisasi publik 

menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak eksternal. 

 Sedarmayanti, (2015) berpendapat bahwa pelaksanaan tanggung jawab 

harus memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu: 

1. Komitmen pimpinan dalam pengoperasian dan pelaksanaan tugas sehingga 

pengurus berjumlah 

2. Menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai 

 

3. Orientasi terhadap tercapainya visi dan misi serta manfaat yang bisa 

didapatkan 

4. Kejujuran, objektivitas, transparansi dan inovasi. 

 

Dari prinsip-prinsip di atas, kesimpulannya yaitu bahwa prinsip 

pertanggungjawaban adalah prinsip akuntabilitas oleh pengambil keputusan 

dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

Adanya asas tanggung jawab berarti ada keuntungan yang bisa didapatkan dari 

pelaksanaan tanggung jawab, ialah: 

1. Menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi 

 

2. Mempromosikan transparansi dan tanggapan organisasi 

 

3. Promosi partisipasi warga 

 

4. Memungkinkan pengoperasion organisasi yang lebih efektif, efisien, serta 
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ekonomis sesuai dengan keinginan masyarakat dan orang-orang di 

sekitarnya. 

5. Mampu mengembangkan pengukuran kinerja yang memfasilitasi 

pengembangan sistem yang adil 

6. Memfasilitasi pembangunan lingkungan kinerja yang sehat dan bermanfaat 

dan memperkuat kinerja. 

7. Mengembangkan pengukuran kinerja organisasi untuk tercapainya layanan 

masyarakat yang baik. 

2.1.5. Bantuan Sosial (BANSOS) 
 

Dukungan sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang 

dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat 

yang pada dasarnya terputus dan selektif, yang tujuannya mungkin timbul untuk 

melindungi dari risiko sosial. Pemberian dana kesejahteraan pemerintah kepada 

masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Dukungan Sosial dari APBD 

(Mariswara, 2016: 1). Menurut Kementerian Sosial (Winarta, dkk, 2020: 2), 

kesejahteraan adalah bantuan sementara yang ditujukan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat miskin. 

Menurut definisi, dukungan sosial dapat dilihat sebagai jenis pengeluaran 

pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi. Belanja bantuan sosial 

adalah pengeluaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada 

masyarakat oleh pemerintah pusat/daerah untuk melindungi masyarakat dari 

risiko sosial dan meningkatkan kinerja ekonomi dan/atau kepentingan umum.  
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Pengertian risiko sosial itu sendiri dapat memperburuk individu, keluarga, 

kelompok, dan/atau masyarakat akibat sosial, ekonomi, politik, bencana alam, 

wabah penyakit, dan bencana alam. Dibiarkan tanpa pengawasan tanpa biaya 

dukungan sosial dan tidak dapat hidup dalam kondisi normal (Dharmakarja, 

2017: 375). 

Pengeluaran bantuan sosial mencakup berbagai bentuk, antara lain 

dukungan sosial yang komprehensif, dukungan sosial yang efektif, dan dukungan 

sosial dari lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan beberapa instansi. Belanja 

perlindungan sosial dimaksudkan guna terpenuhinya kebutuhan dasar minimal 

masyarakat untuk jaringan pengamanan sosial. Manfaat bansos efektif dalam 

memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 

Pembayaran manfaat bansos dari lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan 

beberapa lembaga dilaksanakan dari transferan, barang dan/atau jasa 

(Dharmakarja, 2017: 376). 

Peran pemerintah sangat penting untuk mencapai penyaluran bantuan sosial, 

pemerintah harus terlebih dahulu menyusun pedoman pelaksanaan dan 

mengidentifikasi pihak dan organisasi sebagai sasaran penerima bantuan. Selain 

itu, bentuk bantuan yang dimaksud, berupa pengiriman uang, barang atau jasa 

yang disampaikan langsung melalui bank/kantor pos atau organisasi pipa yang 

telah diidentifikasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan dalam 

proses penyaluran (Dharmakarja, 2017: 376) 

Persyaratan memberikan dukungan sosial yang diatur Permendagri Nomor 

32 Tahun 2011, Pemerintah Daerah bisa memberi dukungan, daerah kapasitas. 
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Anggota masyarakat/organisasi yang dimaksud antara lain: 

1.  Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami kondisi tidak 

stabil akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam 

dalam rangka memenuhi kebutuhan yang paling mendasar 

2.  Lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan, agama, dan bidang 

lainnya yang berperan dalam perlindungan individu, kelompok, dan/atau 

masyarakat terhadap potensi risiko sosial. 

Memberikan dukungan sosial tersebuta dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 

harus dengan persyaratan, yakni: 

1. Jadilah selektif; 

 

2. Menanggapi permintaan dari yang mendapatkan manfaat; Persyaratan untuk  

mengklaim mendapatkan manfaat, yakni: 

a. Mempunyai identitas yang jelas 

b. Menempati daerah administrasi pemerintahan wilayah yang 

bersangkutan. 

c. Bersifat sementara serta terputus-putus, kecuali dalam kondisi tertentu     

bisa berlangsung lama; 

d. Sesuai untuk tujuan penggunaan 

 

Ada dua jenis signifikansi sosial dalam diskusi ini, yaitu: masyarakat umum 

dan masyarakat terorganisir. Sosial secara universal bisa dipahami sebagai suatu 

aktivitas dengan banyak nilai murni. Contoh: Masyarakat sosial dan tidak 

terorganisir (individual society) yang menekankan pada kegiatan sosial yang 

benar-benar tulus dan tanpa pamrih. Kegiatan tersebut dapat berupa 
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penanggulangan bencana, kecelakaan sementara, anak terlantar atau terlantar dan 

orang miskin. Mereka memberikan bantuan ini tanpa mengungkapkan nama 

mereka. Organisasi sosial di sini diartikan sebagai melakukan kegiatan sosial 

melalui dukungan organisasi partai politik tertentu, menyebabkan keributan, 

seperti membuat orang terkenal, menjadi idola, dan cenderung dikritik secara 

politik. Dapat dipolitisasi (Sitanggang, dkk, 2014: 10). 

Sebagaimana diketahui, salah satu misi terpenting pemerintah adalah 

mewujudkan pembangunan suatu negara dan memberi pelayanan yang terbaik 

untuk kepentingan kemakmuran masyarakat dan rakyat, suka tidak suka, politik 

pemerintah harus dikembangkan. Kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah 

bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi negara dan masyarakat. 

Oleh karena itu, Tentunya kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah dan 

mencapai tujuan pemerintah berdampak. Efek ini bisa positif jika ada harapan dan 

masalah nasional dan masyarakat dapat diatasi dengan baik dan tujuan dapat 

tercapai, dan dapat pula bersifat negatif jika dapat mengorbankan sebagian besar 

kepentingan dan keinginan masyarakat. . tidak dapat serta tidak bisa mencapai 

kepentingan nasional serta sosial. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah 

merupakan pilihan yang harus diambil, dimana merupakan pilihan terbaik di 

antara banyak alternatif yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan bangsa dengan kinerja 

pemerintahan dan pembangunan. Beberapa jenis politik ditujukan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pemberian bantuan sosial 

(Winarta, dkk, 2020: 3). 
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2.1.6. Kriteria Penerima Bantuan Sosial 

Kriteria penerima bantuan sosial Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 1 

Tahun 2019 Pasal 12 meliputi: 

1. Kemiskinan; 

2. Keterlantaran; 

3. Kedisabilitasan; 

4. Keterpencilan;  

5. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku; 

6. Korban bencana; dan/atau 

7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan oleh para akademisi, 

namun telah ada penelitian yang sebelumnya telah melakukan penelitian dengan 

objek yang sama, meskipun di tempat yang berbeda. Oleh karena itu penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dikaji akan dijadikan sebagai 

acuan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Rizka Yunika, 

Shella 

Budiawan 

(2021) 

Analisis Sistem 

Penyaluran Danan 

Bantuan Sosial 

Akibat Corona 

Jenis 

Penelitian 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menyatakan sesuai 

dengan tanggapan 

dan gambaran 
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Viruses Desease 

(Covid-19) di 

Provinsi 

Gorontalo 

kondisi 

di lokasi penelitian 

bahwa sistem 

penyaluran dana 

bantuan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah 

provinsi Gorontalo 

dalam hal ini yang 

mengelola adalah 

Dinas Sosial 

Provinsi Gorontalo 

dinyatakan sudah 

sesuai prosedur 

ketetapan 

sebenarnya, 

adapun untuk 

kriteria masyarakat 

penerima bantuan 

sudah sesuai 

kriteria namun 

yang menjadi 

kendala adalah 

kesesuaian 

data masyarakat 

yang tidak 

menyertakan data 

berkas sesuai 

syarat yang harus 

dilengkapi 

sehingga data tidak 

dapat diproses. 

2 Mujayanti 

Mandasari, dkk 

(2015) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Dana 

Bansos pada 

Majelis Ta’lim 

Muslimat NU 

Ukhuwah 

Islamiyah 

Kampung Anyar, 

Singaraja, Bali 

Jenis 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menghasilkan 

beberapa  

kesimpulan yang 

dapat menjawab 

permasalahan  yang 

diangkat dalam 

penelitian ini 

yaitu: Konsep 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan pada 

Majelis Ta’lim 

Muslimat NU 
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Ukhuwah 

Islamiyah 

Kampung Anyar 

Singaraja Bali 

mencakup unsur 

transparansi, 

liabilitas, kontrol, 

responsibilitas, dan 

responsivitas. 

Bentuk 

akuntabilitas yang 

dilakukan oleh 

Majelis Ta’lim 

Muslimat NU 

Ukhuwah 

Islamiyah 

Kampung Anyar 

Singaraja Bali 

dalam mengelola 

dana bansos yang 

diterima dilakukan 

dengan  dua cara 

yang pertama 

dengan 

menyetorkan LPJ 

(lembar 

pertanggungjawab

an) kepada  

pemerintah di 

akhir periode, yang 

kedua yaitu 

transparansi 

kepada seluruh 

anggota majelis di 

wujudkan melalui 

diskusi/ 

musyawarah 

disetiap akhir 

pertemuannya. 

2 Arishda 

Khairun  Nisa 

(2017) 

Penerapan 

Akuntabilitas dan 

Transparansi 

Terhadap Laporan 

Keuangan Dalam 

Mengelola 

Organisasi 

Jenis 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian 

Menunjukkan 

bahwa Seperti 

yang ditunjukkan 

oleh keberadaan 

pelaporan 

keuangan, 
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Nirlaba (Studi 

Kasus Masjid 

Agung Al-

Umaraini Dan 

Partai Keadilan 

Sejahterta) 

implementasi 

akuntabilitas 

pelaporan 

keuangan  dalam 

pengelolaan 

organisasi nirlaba 

berjalan dengan 

sangat baik yang 

disusun oleh 

manajemen Masjid 

Agung Al-

Umaraini  serta 

Partai Keadilan 

tumbuh subur. 

Dengan  kebijakan 

akuntabilitas  

kepada pihak-

pihak yang 

membutuhkan 

laporan keuangan 

ini, berdasarkan 

PSAK No. 45, 

bahwa semua 

organisasi nirlaba- 

nirlaba harus 

Menyajikan 

pembukuan 

tahunan. 

Menerapkan 

transparansi 

pelaporan 

keuangan dalam 

pengelolaan 

organisasi nirlaba 

sama  dengan 

akuntabilitas. 

Transparansi juga 

bekerja dengan 

cukup baik, hanya 

saja manajemen 

Masjidil Haram 

Al-Umaraini 

memiliki 

pengetahuan 

yangterbatas 

tentang bagaimana 
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seharusnya laporan 

keuangan konsisten 

dengan PSAK 

nomor 45 

sebagaimana 

seharusnya laporan 

keuangan entitas 

nirlaba. laporan 

(neraca) pada akhir 

periode pelaporan, 

laporan operasi 

untuk periode 

pelaporan, dan 

laporan saat ini. 

 

3 Jumianti  (2018) Transparansi dan 

Akuntabilitas 

dalam 

Pengelolaan Dana 

Bantuan 

Operasional 

Sekolah (BOS)  

SMA 

Muhammadiyah 

di Kabupaten  

Sidenreng 

Rappang 

Jenis 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

prinsip 

transparansi dan 

akuntabilitas 

dalam 

pengoperasian 

Dana  Dukungan 

manajemen 

Sekolah (BOS) 

SMA 

Muhammadiyah di 

Provinsi Sidenreng 

Rappang sangat 

berhasil karena 

sejalan dengan 

indikator kinerja. 

Transparansi dan 

akuntabilitas, 

khususnya semua 

pemangku 

kepentingan 

otoritas 

pendidikan, 

pemilik sekolah, 

guru, staf, dan 

panitia 

penyelenggara 

terlibat dalam 

perencanaan, 
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pelaksanaan, dan 

evaluasi anggaran. 

Fakta ini 

menunjukkan 

bahwa masing-

masing sekolah 

tersebut memiliki 

proses pembahasan 

anggaran      terbuka 

sesuai dengan 

petunjuk teknis 

penggunaan dana 

BOS. 

 
 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis mencoba mengembangkan 

suatu pemikiran tentang trransparansi dan akuntabilitas dana bantuan sosial pada 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Dalam proses 

pertanggungjawaban dana bantuan sosial yang ada di Dinas Sosial maka perlu 

diperhatikan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan konsep yang 

sangat penting dan menjadi semakin penting seiring dengan semakin kuatnya 

keinginan untuk terus mengembangkan praktik good governance yang 

mebsyaratkan adanya ruang khusus transparansi dalam seluruh proses 

penyelenggaraan kepemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan khususnya dana 

bantuan sosial. Akuntabilitas sebagai pemenuhan tanggungjawab untuk 

melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, menjalankan kewajiban, 

memperhitungkan, dan menyerahkan apa yang dilakukan dan diminta sebagai 

pertanggungjawaban atau yang ingin diketahui oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Agar tujuan analisi tercapai, perlu dilakukan analisis berupa 

pengumpulan data atau informasi sebagai bahan analisis. 
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Dinas Sosial dan Pemberdayaan 
Masyarakat Kota Gorontalo 

Pengelolaan Dana 

Bantuan Sosial 

 Beberapa hasil penelitian dari penelitian terdahulu salah satu yang 

dilakukan oleh Jumiati (2018) menerangkan bahwa sistem penyaluran dana 

bantuan operasional sekolah dilakukan secara transparansi dan akuntabel sesuai 

indikator kinerja yang telah ditetapkan, sama halnya dengan perencanaan dalam 

penelitian ini, peneliti akan melakukan pengungkapan sistem penyaluran dana 

bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dinas sosial kota Gorontalo 

berdasarkan transparansi dan akuntabilitasnya. Maka dari itu, peneliti dapat 

menggambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Akuntabilitas Transparansi 

Gambar 3.1.  Kerangka Pemikiran 

Analisis 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti yang 

telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek Penelitian ini 

adalah Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. 

3.2. Metode Penelitian 

 

Sugiono (2012) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian dilakukan dengan cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar 

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang 

digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan wawancara sebagai alat pengambilan data pokok. 

3.2.1. Operasional Variabel 
 

 Perlu adanya pendefinisian terhadap variabel yang diteliti dalam bentuk 

rumusan yang lebih rasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang 

dimaksudkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data 
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analisis mengenai transparansi dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial pada 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. Operasional variabel 

pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat lebih memfokuskan pada 

Transparansi dan Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dana Bantuan Sosial yang 

definisinya yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

 Transparansi 

(Mardiasmo,200

9:19) 

1.  Invormativeness 

(Informatif) 

1.  

a. Tepat Waktu 

b. Memadai 

c. Jelas 

d. Akurat 

e. Dapat diperbandingkan 

f. Mudah diakses 

 

2. Disclosure 

(Pengungkapan) 

2.  

a. Kondisi keuangan 

b. Susunan pengurus 

c. Bentuk perencanaan dan hasil 

dari kegiatan. 

Akuntabilitas 

(Syahrudin 

Rasul (2002:11) 

dalam (Sangki, 

Gosal, & 

Kairupan, 

2017)) 

1.  Tanggung jawab 

hukum dan 

kejujuran 

(probabilitas dan 

legalitas) 

3.  

a. Kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan lain. 

b. Tanggung jawab kejujuran 

berkaitan dengan pencegahan 

penyalahgunaan kekuasaan, 

korupsi dan kolusi. 

c. Praktik organisasi yang baik 

2.  Akuntabilitas 

manajerial 

 

Bertanggung Jawab atas 

Manajemen Organisasi yang 

Efektif dan Efisien 

3.  Akuntabilitas 

program 

 

Program organisasi yang berkualias 

dan pendukung strategi untuk 

mencapai visi, misi dan tujuan 

organisasi 

4.  Akuntabilitas 

kebijakan lembaga 

publik 

 

Indentifikasi dampak masa depan 

atas kebijakan yang 

diimplementasikan 
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5.  Tanggung jawab 

keuangan 

Efisiensi penggunaan dana publik 

dan menghindari pemborosan, 

kehilangan dana dan korupsi 

Sumber : Mardiasmo (2009;19) dan Syahrudin Rasul (2002:11) dalam 

(Sangki, Gosal, & Kairupan, 2017) 

 

3.2.2.Informan Penelitian 

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki 

informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti dan dapat memberikan 

informasi mengenai objek penelitian tersebut. Diantara sekian banyak informan 

ada yang disebut narasumber kunci (key informan) yaitu seorang atau beberapa 

orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek yang sedang di 

teliti. Beberapa orang yang menjadi informan dalam usulan penelitian ini yaitu: 

Tabel 3.2 Informan Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 

1. 

 

 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, 

Kelembagaan dan Penanggulangan 

Kemiskinan 

1 

2. Kepala Sub Program 1 

3. 

 

 

Pejabat Fungsional ( Selaku Pelaksana 

Teknis Kegiatan) 1 

  4. 
Operator SIKS-NG 

1 

5. 

 

Masyarakat Penerima Bantuan Sosial 

Wilayah Kota Gorontalo 2 
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3.2.3. Jenis dan Sumber Data 

3.2.3.1. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang 

menggambarkan sebenarnya dari objek penelitian. Studi ini bertujuan untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan dengan transparansi dan 

akuntabiltas/pertanggungjawaban dana Bantuan Sosial. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder 

1. Data Primer 

Data Pimer yaitu sumber data yang secara langsung meberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020:225). Sumber data primer 

ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui 

wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis melakukan 

observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan 

tentang situasi dan kejadian di perpustakaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data 

sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data 

primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain 

(Sugiyono, 2020:225). Data ini digunakan untuk mendukung 

informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, 

maupun observasi langsung ke lapangan. Penulis juga 
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menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi 

pustaka, penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang 

penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

3.2.3.2. Sumber Data 

 

Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan pihak-pihak yang terkait, maupun pihak lain yang dianggap 

kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penelitian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo 

2. Data Sekunder, yaitu data diperoleh dari pihak lain atau sumber 

lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan 

didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. 

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data 
 

Sugiyono (2020:224) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang 

ditetapkan.  

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
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berikut : 

1. Observasi 

Dalam melakukan pengamatan (observasi) peneliti tidak menggunakan 

instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. 

Hal ini dilakukan karena peneliti berkecimpung di tempat penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh. Wawacara dilakukan terhadap informan yang ada pada 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. 

3.3. Teknik Analisis Data 

Menurut Indriantoro, dkk (2015:11) analisis data adalah bagian dari proses 

pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk 

menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2020: 246) langkah-langkah teknis 

analisis data dalam penelitian adalah mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Sehingga dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data 

merupakan proses berpikir sensitif yang merupakan kecerdasan dan ketelitian 
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tinggi agar dapat mereduksi data yang yang memiliki nilai temuan. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif kualitatif tanpa menggunakan analisis statistik. Adapun langkah 

yang akan ditempuh dalam analisis data sehubungan dengan pelaksanaan 

penelitian ini ialah tahap perencanaan yang meliputi perumusan dan pembatasan 

masalah, kemudian memulai pengumpulan data dengan cara wawancara langsung 

pada informan yang dibutuhkan dan  setelah itu dilengkapi berdasarkan hasil 

temuan dilapangan dan disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

Adapun macam-macam analisis data kualitatif ini antara lain:  

1. Reduksi Data  

Pelaksanaan reduksi data adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari 

analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan 

2. Triangulasi  

Triangulasi adalah suatu teknik untuk mengecek keabsahan dari data. 

Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek 

penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

metode untuk membuktikan keabsahan data penelitian. 

3. Menarik Kesimpulan  

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika 
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kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo 

4.1.1.Sejarah Singkat DINSOS dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo 

 

Berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 15 

Desember 1961 No. HUK/6-2.20/2250, tentang Penghapusan Kantor Lingkungan 

Provinsi Sulawesi Utara, SK Menteri Sosial RI tanggal 6 November 1965 No. 

P/20-98-33/3054 tentang Pembentukan Kantor Departemen Sosial pada Daerah 

Tingkat II dan atas Keputusan Surat tersebut sesuai Kawat Kepala Inspeksi Sosial 

Daerah Sulawesi Utara tanggal 6 Maret 1962 No. 174/BUI/61/62 tentang 

diputuskan Kantor Departemen Sosial Dati II Gorontalo, untuk sementara 

merangkap dan melaksanakan tugas dalam wilayah Kotamadya Gorontalo. 

Kemudian menyusul Instruksi Kepala Inspeksi Sosial Sulawesi Utara tanggal 15 

Januari 1964 No. 30/Bui/SULUT/ 15/64 tentang Pembentukan dan Pengresmian 

Kantor Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo. Kantor Departemen Sosial 

Kotamadya Gorontalo didirikan tanggal 1 Januari 1964 dan menempati sebuah 

bangunan milik warga negara Indonesia keturunan asing yang berlokasi di 

Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan dan kemudian sesuai perkembangan 

Depsos Kotamadya Gorontalo mendapat Lokasi anggaran pembangunan gedung 

kantor berdasarkan DIP T.A 1979-1980 yang telah diresmikan oleh Bapak 

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yaitu Bapak G.H MANTIK pada Tanggal 20 
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Mei 1980 yang berlokasi di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Utara 

Kotamadya Gorontalo Jl. Jendral Sudirman No. 44 Telpon 821433. Kemudian 

pada tahun 1999 setelah terbentuknya Kabinet dengan Keputusan Presiden RI No. 

355/M Tahun 1999/2000 dan ternyata Departemen Sosial tidak terdapat lagi 

dalam kabinet/sudah dilikwidasi. 

Berdasarkan hasil pembentukan Kabinet dikeluarkan Surat Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara No.56/M/PAN/2000 tanggal 4 Februari 2000 

perihal Pembentukan Panitegrasi Instansi Instansi Partikal Departemn Menjadi 

Dinas. Dengan mengacu pada Surat Menteri PAN tersebut diatas mulai tugas-

tugas kesejahteraan sosial diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya 

oleh pimpinan Daerah dibuatlah Peraturan Daerah yang mengatur Dinas Daerah 

Yaitu Perda No. 19 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Gorontalo. 

Dengan diberlakukannya Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan 

atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang 

memberikan Otonomi / Pembagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Tingkat 

Provinsi dan Kab/Kota berimplikasi juga pada Perubahan Keorganisasian dan 

Tata Pelaksanaan Kerja pada Daerah Kota Gorontalo. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga 

Kerja berubah nama menjadi Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja. 
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Kemudian dengan diberlakukannyaPeraturan Walikota Gorontalo Nomor 38 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, Dinas 

Sosial Dan Tenaga Kerja berubah menjadi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Gorontalo. Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka 

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008 tentang pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 

4.1.2.Alamat dan Denah Lokasi DINSOS Kota Gorotalo 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Gorontalo beralamatkan di Jl. Jend. 

Sudirman,Wumialo, Kec. Kota Tengah. 

Adapun lokasi BPS Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 2.1 

berikut ini : 

Gambar 4.1 

Denah Dinas DINSOS dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo 

 

Sumber: (Google Maps.2024) 
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4.1.3.Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo 

1. Visi : Kota SMART 

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  YANG BERKUALITAS“ 

Visi tersebut mengandung makna bahwa : 

 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, Spritual dan sosial  warga negara agar dapat hidup layak  

dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya. 

 Pemberdayaan Masyarakat yang berkualitas yaitu dapat melakukan  

percepatan pembangunan didaerah perlu menggerakkan dan 

memediator pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang 

berkualitas yang dilakukan secara lintas sektor dan terpadu. 

Problematika pembangunan sejak era sentralisasi sampai pada era 

otonomi dewasa ini membutuhkan sumber daya manusia sebagai 

modal  untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat.  

2. Misi : Dalam mengemban Misi Walikota dan Wakil Walikota 

Gorontalo, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat masuk dalam Misi 

ke-3 yaitu “Penguatan Kapasitas Usaha Menegah Kecil Mikro (UMKM), 

Koperasi dan pengembangan Sektor Perekonomian”. 
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4.1.4.Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo 

Sesuai dengan dijabarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah  Kota Gorontalo 

tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Sosial dan  

Pemberdayaan Masyarakat ,sebagai berikut : 

1.  Kepala Dinas 

Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

Kepala dinas menyelenggarakan fungsi: 

a) Merencanakan sistem pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat 

secara berkesinambungan untuk pengemhiangannya; 

b) Merumuskan kebijakan teknis pembinaan sosial dan pemberdayaan 

masyarakat sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit; 

c) Menyusun kebijakan teknis pembinaan sosial dan pemberdayaan 

masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas unit; 

d) Mengorganisir pelaksanaan pembinaan sosial dan pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan sistem dan prosedur kerja untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas unit; 

e) Mengendalikan pelaksanaan pembinaan sosial dan pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan sistem untuk tertibnya penijrapan tugas 

organisasi; 
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f) Mengarahkan pelaksanaan program pembinaan sosial dan 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan program untuk peningkatan 

kinerja; 

g) Membina pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat 

secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit 

h) Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas unit; 

i) Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstem secara berkala 

untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit; 

j) Mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

k) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun 

tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut; 

l) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat 

koordinasi untuk penyatuan pendapat; 

m) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

n) Melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yang diperintahkan oleh 

atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 

2. Sekretariat 

Sekretaris dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan 

dibidang perencanaan program, administrasi keuangan, umum dan 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 
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kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a) Menghimpun kebijakan teknis dibidang perencanaan program, 

administrasi keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b) Menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi 

program unit; 

c) Melaksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan administrasi 

keuangan, pengelolaan aset, kearsipan dan administrasi kepegawaian 

berdasarkan pedoman untuk tertibnya adiministrasi keuangan; 

d) Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan 

kinerja aparatur; 

e) Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis 

untuk beroleh petunjuk; 

f) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala bidang melalui 

rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 

g) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan untuk 

tertibnya pelaksanaan tugas; 

h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 
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3. Subbag Program 

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksaknaan/petunjuk Teknis 

untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Subbagian Program 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Mengizinkan kebijakan teknis penyusunan program sesuai kebutuhan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b) Melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), rencana kerja 

(renja), laporan kinerja intansi pemerintah (lakip), laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) sesuai kebutuhan untuk 

menjadi program unit; 

c) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun 

tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut; 

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian 

melalui pertemuan / rapat untuk meyatukan pendapat; 

e) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

f) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

4.  Subbag Adm. Keuangan, Umum Dan Kepegawaian 

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan, 
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umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan, umum, 

perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Subbagian Administrasi 

Keuangan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a) Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, 

umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai kebutuhan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b) Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan, 

umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian berdasarkan pedoman 

untuk kelancaran tugas unit; 

c) Membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran tugas unit; 

d) Melaksanakan pengelolaan inventaris berdasarkan pedoman untuk 

tertibnya administrasi barang milik unit; 

e) Melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai ketentuan untuk 

kebutuhannnya; 

f) Mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan dokumentasi 

dan mempermudah pencariannya; 

g) Menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan; 

h) Melakukan pemusnahan arsip melalui mekanisme dan prosedur untuk 

mengetahui nilai guna arsip; 
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i) Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk 

optimalisasi pelaksanaan tugas unit; 

j) Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk 

kelancaran pelaskanaan tugas unit; 

k) Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan / 

petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian; 

l) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui dukungan 

dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian; 

m) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun 

tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut; 

n) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian 

melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat; 

o) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

p) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

5.  Bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanggulangan 

Kemiskinan 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan dan 

Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas di bidang pemberdayaan 

sosial, kelembagaan dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. 
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6. Bidang Rehabilitas Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial 

Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial 

mempunyai tugas dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk terlaksananya 

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

7.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas di Bidang 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundangan- undangan 

untuk peningkatan kemandirian sesuai potensi masyarakat. 

Berikut akan kami lampirkan bagan satruktur organisasi Dinas Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo: 
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Sub Bagian Adm Keuangan, 
Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian 
Program 

 

Hesty Laiya 
Muliani G. Saha, STP.M.Si 

 

Herson R. Tahir, S.Pd Fatmah Assagaf, SH 

 

Ronalis Ibrahim, SE 

 

 

Bid. Rehabilitasi Sosial 
Perlindungan dan 
Jaminan Sosial 

Bid. Pemberdayaan  
Sosial & Kelembagaan 
dan Penanggulangan 

Kemiskinan 

Bid. Pemberdayaan 
Masyarakat 

Herniwaty  Sumaga, 
S.Pd  

Rasmiyati Radjak 

Sri Handayani Ahmad, 
S.Kom 

 

Seksi Rehabilitasi. 
Sosial 

Seksi Pemberdayaan 
Sosial dan Pelestarian 

Nilai Nilai Kepahlawanan 
Keperintisan & 

Kesetiakawanan Sosial 

 

Seksi Pemberdayaan 
dan Potensi 
Kelurahan 

Hamzah Ahmad, SE.MM Nurlaila Kadir Abas 

Yelvi Yapanto, SE 

 

Seksi Perlindungan Sosial 
dan Tanggap Bencana Seksi Kelemb. Sosial 

dan Kemitraan 

Seksi Penguatan 
Kelembagaan 
Masyarakat 

Irwansyah D.A Taha, 
SH.,M.Ec.,Dev 

 

K e p a l a 

Endang Hulumudi, 
SH 

Sekretaris 

 

Fungsional 

Seksi Penanggulangan 
Masyarakat Miskin 

Perkotaan 

 

Seksi Jaminan Sosial 

 

Nining Abdul Rahman, 
SE 

Seksi Kerjasama dan 
Pembinaan 

Penyelenggara Adm. 
Kelurahan 

Herlina Moha, A.Md 

 

Joko Henga, S.IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo 
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4.2.  Hasil Penelitian 

4.2.1.Transparansi 

Transaparansi dalam hal penyaluran dana bantuan sosial dapat dimaksudkan 

dengan penyaluran dana yang dilakukan harus sesuai dan tepat sasaran bagi calon 

penerimanya. Program pemberian dana Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah 

(BPNTD) merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat 

yang tidak terpenuhi kebutuhan pangan sehingga dengan hadirnya program ini 

diharapkan penertapan calon penerima bantuan dana BPNTD ini benar – benar 

telah melalui proses tahapan sesuai syarat sebagai calon penerima dana bantuan 

BPNTD. 

4.2.1.1  Informativeness (Informatif) 

Penerima dana Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah (BPNTD) 

diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang kurang mampu dan 

sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah 

sebagai pelaksana program ini telah melakukan sosialisasi di seluruh desa 

dan kelurahan wilayah Kota Gorontalo agar calon penerima dan penyaluran 

dana bantuan sosial ini dapat tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat 

(KPM) sesuai dan tepat sasaran. 

Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan 

dengan salah satu keluarga penerima manfaat dari dana BPNTD ini: 

“ Untuk menjadi usulan calon penerima dana BPNTD ini kami di undang ke 

kelurahan terlebih dahulu untuk mendengarkan langsung arahan dari 

perwakilan dari dinas sosial dan pihak kelurahan tentang dana bantuan ini. 

Selanjutnya kami di arahkan untuk menyetorkan berkas sesuai persyaratan 

yang telah dijelaskan oleh orang di kelurahan.(Wawancara dilakukan pada 

Kamis, 28 Desember 2023)” 
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Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara dengan Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab dalam 

penyaluran dana BPNTD ini: 

“Kami selaku pelaksana kegiatan penyaluran dana BPNTD ini sebelum 

dilaksanakan penyusunan anggaran dana BPNTD untuk tahun berikutnya, 

kami sudah turun lapangan melakukan sosialisasi kembali dan mendata 

kembali calon penerima yang akan di usulkan ditahun depan dan 

memungkinkan pada proses ini ada ketambahan calon KPM atau 

pengurangan disesuaikan dengan penarikan data yang tersedia di DTKS, 

maka jauh hari sebelumnya kami sudah mensosialisasikan kepada 

masyarakat kurang mampu di setiap kelurtahan dan desa tentang dana 

BPNTD ini. (Wawanacara dilakukan pada Rabu, 10 Januari 2024).” 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan yan memiliki 

kapasitasnya dalam indikator informative (informativeness) dapat dipahami 

bahwa sistem penyaluran dana Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah 

(BPNTD) ini diawali dengan proses sosialisasi terdahulu kepada seluruh 

masyarakat kurang mampu yang ada di desa dan kelurahan di Kota 

Gorontalo dan dilanjutkan dengan dilakukannya pengumpulan data bagi 

calon penerima dana BPNTD dan dipastikan bahwa calon penerima dana 

BPNTD datanya telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) yang dikelola oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia. 

4.2.1.2  Disclosure (Pengungkapan) 

Penyaluran dana bantuan sosial melalui beberapa tahapan proses 

penyaluran yang didukung oleh peraturan yang telah diedarkan melalui 

Perwakot No. 16 Tahun 2021 tentang Hibah Sosial, maka dalam sistem 

penyalurannya pemerintah pelaksana memiliki standar pada setiap proses 

dimulai dari penerimaan usulan data calon penerima sampai dengan 
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disahkannya usulan calon penerima dana bantuan sosial ini oleh Wali Kota 

Gorontalo. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo bahwa penyaluran dana bantuan 

sosial dilakukan melalui beberapa tahapan penyaluran di tahun 2023, namun 

di tahun 2022 penyaluran dana bantuan sosial didistribusikan hanya sekali 

dan ini dilakukan atas tahapan distribusi yang telah diatur sebelumnya dan 

nominal yang dianggarkan sesuai dengan realisasinya di peride tahun yang 

sama. Untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial itu sendiri, Dinas 

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo berkerjasama dengan 

PT. Pos Indonesia dalam pendistribusian dana bantuan sosial yaitu Bantuan 

Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang bersumber dari dana Pemerintah 

Republik Indonesia (Pusat). Penyaluran BPNTD melalui beberapa proses 

penyaluran berdasarkan waktu dan beberapa tahap dalam penentuan jumlah 

penerimanya dan dipastikan bagi calon penerima sudah terdaftar di Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementrian Sosial 

Republik Indonesia. Berikut proses penyaluran dana BPNTD yang tertuang 

dalam gambar: 
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 Gambar 4.3 

Tahapan Penyaluran Dana BPNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi.foto:ist(2024) 

 

 Gambar 4.4 

 Laman Data Terpadu Kesejahteraah Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data (2024) 

 

Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Kepala Bagian Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sebagai berikut: 

“Penyaluran dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan 

dengan memalui proses verifikasi secara bertahap yaitu mengidentifikasi 

data usulan dari kelurahan, verifikasi lapangan (home visit), Pengolahan 
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Data Calon Penerima, Penetapan SK Wali Kota.(Wawancara dilakukan 

pada Rabu, 10 Januari 2024” 

 

 Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh PPTK Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo yang menyatakan bahwa: 

“Penyaluran BPNTD dilakukan pendistribusian bertahap per enam 

bulan dengan verifikasi data terlebih dahulu yang dilakukan oleh PPTK 

selaku pelaksana kegiatan dan mewajibkan calon penerima sudah terdaftar 

di DTKS karena DTKS merupakan Basis Data masyarakat miskin yang 

diharapkan sebagai penerima manfaat.(Wawancara dilakukan pada Rabu, 

10 Januari 2024)” . 

 

 Pernyataan diatas dibuktikan dengan wawancara dengan salah satu 

penerima BPNTD yang menyatakan sebagai berikut: 

“Saya sebagai penerima BPNTD melalui beberapa proses 

pemeriksaan berkas di kelurahan, dan petugas juga datang ke rumah saya 

berulang untuk memastikan dan mengambil foto di rumah saya, dan 

mendata kembali saya untuk disesuaikan dengan data yang saya setorkan di 

kelurahan. (Wawancara dilakukan Kamis, 28 Desember 2023). 

Penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) 

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo sudah sesuai prosedur penyaluran dan melalui beberapa proses 

dalam pengumpulan data calon penerima sampai dengan pendistribusian 

dana bantuan melalui kantor pos, namun kondisi dilapangan berdasarkan 

pemberitaan media massa dan pengaduan masyarakat menyatakan bahwa  

ditemukan ketidaksesuaian dalam penentuan calon penerima dana BPNTD 

ini dengan laporan yang diusulkan dari setiap kelurahan maka dari itu 

tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masayarakat 

Kota Gorontalo harus tegas untuk mengatasi kondisi ini. 
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Pernyataan diatas ditanggapi oleh salah Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK) yang ditugaskan menangani dana BPNTD ini: 

“ Apabila ditemukan ketidaksesuain data, kami selaku PPTK akan 

melakukan peninjauan kembali data – data usulan yang berasal dari 

kelurahan dan melakukan penyesuaian, dikarenakan data kemungkinan bisa 

berubah dari daftar usulan disebabkan karena calon penerima ditemukan 

datanya sebagai penerima dana bantuan sosial lainnya, sehingga bisa saja 

datanya dibatalkan dan digantikan dengan calon penerima yang baru yang 

memenuhi segala syarat sebagai penerima dana BPNTD ini. (Wawancara 

dilakukan pada Senin,11 Desember 2023)” 

Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh Operator Sistem 

Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Dinas Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo yang bertugas untuk melakukan 

penginputan data calon penerima dana BPNTD ini: 

“Selaku operator kami bertugas sebagai penginput finalisasi calon 

penerima dana BPNTD yang sudah terverifikasi dan disahkan oleh Wali 

Kota, pada saat penginputan tidak ada lagi proses perubahan data, karena 

pelaporan calon penerima yang masuk di kami dipastikan sudah benar – 

benar melalui beberapa proses peninjauan dan verifikasi berulang. 

(Wawancara dilakukan pada Senin, 11 Desember 2023)” 

Tahapan yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Gorontalo sudah terlaksana sesuai ketetapan Surat 

Keputusan yang diatur dalam Perwako  No.16 Tahun 2021 tentang Hibah 

Bansos. Pelaksanaan penyaluran dana BPNTD ini juga melalui banyak 

proses dimulai dengan dilakukan musrenbang sebagai langkah awal 

pelaksanaan penyusunan anggaran yang dilaksanakan ditahun sebelum 

pelaksanaan penyaluran dana BPNTD, selanjutnya dilakukan Rancangan 
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Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) kemudian menyusun nama – nama 

calon penerima dana BPNTD yang diusulkan dari setiap kelurahan, 

selanjutnya melakukan Rankhir (Rancangan Akhir) yang dipastikan dalam 

tahapan ini sudah harus ditentukan jumlah dan besaran total yang diterima 

sampai akhir (12 bulan) dan ditetapkan dalam Rancangan Kegiatan 

Anggaran (RKA). 

 Berdasarkan hasil wawancara yang ditelah dilakukan untuk aspek 

transparansi terhadap penyaluran dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah 

(BPNTD) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Gorontalo sudah sesuai dengan indikator pendukung 

tranparansi dengan dibuktikan dari pelaksanaan yang dilakukan sudah 

berjalan sesuai ketentuan, namun atas pemberitaan dan informasi mengenai 

ketidaksesuaian data penerima telah dilakukan peninjauan dan evaluasi 

kembali dari bawah (pihak kelurahan) sampai dengan pihak atas karena 

dalam sistem penyaluran dana bantuan ini didasari dan berlandaskan hukum 

dan disertakan harus membuat laporan pertanggungjawaban yang akan 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

4.2.2.Akuntabilitas 

Dalam setiap pelaksanaan pasti akan ada pertanggungjawaban yang dibuat. 

Pertanggungjawaban yang dibuat bersifat kolektif yang dibuat dan ditandatangani 

oleh para penerima dana BPNTD sesuai Perwako No.16 Tahun 2021 tentang 

Hibah Bansos. Pelaksanaan penyaluran dana BPNTD selalu dalam pengawasan 

dan pendampingan PPTK dan dilakukan evaluasi secara terus menerus untuk 
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menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan penyaluran dana BPNTD 

ini. Akuntabilitas dalam penyaluran dana BPNTD ini dibuktikan dengan laporan 

pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Gorontalo dan kemudian diperiksan oleh Badan Pemeriksaan 

Keuangan disetiap akhir periode. 

4.2.2.1 Tanggungjawab Hukum dan Kejujuran ( Probabilitas dan 

Legalitas) 

Akuntabilitas hukum memastikan penghormatan terhadap aturan 

hukum, sementara akuntabilitas yang jujur memastikan praktik organisasi 

yang baik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasubag 

Program tentang aturan dan hukum berlaku dalam pelaksanaan penyaluran 

dana BPNTD memberi pernyataan sebagai berikut: 

“Pelaksanaan dan Tata kelola yang dijalankan dalam penyaluran dana 

BPNTD di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo di 

atur dalam Perwako No.16 Tahun 2021 tentang Hibah Sosial. Dari 

pelaksanaan penyaluran kami membuat laporan pertanggungjawaban atas 

realisasi penggunaan dana BPNTD yang telah di salurkan kepada KPM 

melalui PT. Pos Indonesia. (Wawanncara dilakukan pada Kamis, 11 Janurari 

2024).” 

Pernyataan yang didukung oleh Kepala Bagian Pemberdayaan 

Masyarakat mengenai mekanisme penyaluran dana BPNTD ini: 

“Kami sangat berhati-hati dalam pelaksanaan penyaluran dana 

BPNTD ini karena banyak masyarakat yang butuh dana bantuan ini, namun 

dibatasi dengan total anggaran sehingga kami berusaha untuk senetral 

mungkin dan tidak ada keberpihakan kepada para calon penerima dana 

BPNTD ini karena semua proses terintegrasi dalam sistem SIKS-NG yang 
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dikelola oleh Kementrian Sosial. (Wawancara dilakukan pada Kamis, 11 

Januari 2024).” 

Dilanjutkan pernyataan dari Kasubag Program tentang efektifitas 

laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sebagai berikut: 

“Selama pelaksanaan penyaluran dana BPNTD ini selama 3 tahun 

ini alhamdulillah terbilang efektif dan laporan pertanggungjawaban yang 

kami susun dapat di terima dan dapat dipertanggungjawabkan. (Wawancara 

dilakukan pada Kamis, 11 Januari 2024). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dimaknai 

bahwa akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran dan sistem 

penyaluran dana  Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah (BPNTD) yang 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Gorontalo telah memenuhi syarat sesuai stadar aturan yang berlaku dengan 

memegang erat integritas untuk melaksanakan program ini sesuai dan tepat 

sasaran. 

4.2.2.2 Akuntabilitas Manajerial  

Akuntabilitas manajerial diartikan sebagai akuntabilitas kinerja 

(performance accountability) adalah bertanggung jawab atas manajemen 

organisasi yang efektif dan efisien. Pelaksanaan dalam penyaluran dana 

BPNTD ini perlu adanya peninjauan dan evaluasi berulang untuk 

mengoptimalkan segala proses yang akan dijalankan dalam pelaksanaan 

penyaluran dana BPNTD di Kota Gorontalo. Berikut wawancara yang 

dilakukan pada  Kasubag Progam yang menangani program penyaluran 

BPNTD ini: 
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“Komitmen dalam penyelenggaraan penyaluran dana Bansos 

adalah Bansos ini tepat sasaran dan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

tertuang dalam SK, (Wawancara dilakukan pada Jumat 12 Januari 2024).” 

Selanjutnya beliau menambahkan keterangan tentang terjadinya 

ketidaksesuaian data usulan calon penerima dengan data yang terdaftar di 

SIKS-NG, sebagai Kasubag Program apa yang harus ditindaki? 

“Apabila kondisi seperti demikian, kami akan melakukan 

peninjauan kembali terhadap data calon penerima Bansos. (Wawancara 

dilakukan pada Jumat 12 Januari 2024.: 

Ketentuan yang telah diatur wajib untuk dilaksanakan dan ditaati 

dalam proses penyaluran dana BPNTD ini dan untuk pelaksanaan 

penyaluran yang akan dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban yang 

efektif dan efisien maka diperlukan komitemen dan integritas yang tinggi 

untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan penyaluran 

dana BPNTD ini. 

4.2.2.3 Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas program berarti bahwa program organisasi harus 

berkualitas tinggi dan mendukung strategi untuk mencapai visi, misi, dan 

tujuan organisasi. Lembaga publik harus bertanggung jawab atas program 

yang telah dilaksanakan sampai program tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan 

penyaluran dana BPNTD yang dikelola oleh Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Gorontalo merupakan program pemerintah pusat 

yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

pangannya yang diperbantukan melalui pemberian dana tunai senilai 

Rp.400.000/bulannya yang dicairkan melalui pihak ketiga yaitu PT.Pos 
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Indonesia. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubag 

Program mengenai program BPNTD ini: 

“Program yang dijalankan pemerintah mengenai dana BPNTD ini 

merupakan solusi terbaik baik masyarakat khususnya di Kota Gorontalo, 

dengan diperbantukannya kebutuhan pangan menghindari terjadinya 

ketimpangan bagi masyarakat di Kota Gorontalo. Untuk penyaluran dan 

BPNTD ini kami semaksimal mungkin untuk berupaya menyeleksi calon 

penerima yang benar – benar butuh bantuan ini dengan melakukan 

beberapa proses verifikasi termasuk bagi calon penerima harum memiliki 

data yang terdaftar di Data Terpadu Kementrian Sosial (DTKS). 

(Wawanacara dilakukan pada Kamis 11 Januari 2024).” 

Syarat sebagai calon penerima dana BPNTD tidak dapat 

dipengaruhi oleh kebijakan apapun diluar dari aturan yang telah diatur. 

Sebagai pelaksana program pemerintah yang memiliki tanggungjawab 

penuh atas keberhasilan penyaluran dana BPNTD yang direalisasikan sesuai 

dan tepat sasaaran. Maka perlu dukungan penuh dari segala pihak dan 

kontribusi para pelaksana yang memegang erat integritas dalam mencapai 

visi misi agar tata kelola dan pelaksanaan program penyaluran dana BPNTD 

ini bebas dari tindakan korupsi dan nepotisme. 

4.2.2.4.  Akuntabilitas Kebijakan Lembaga Publik 

Akuntabilitas Kebijakan Lembaga Publik harus dapat 

mempertanggungjawabkan kebijakan yang diidentifikasi dengan 

mempertimbangkan dampak di masa depan. Ketika mengembangkan suatu 

kebijakan, perlu dipertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dan 

mengapa kebijakan tersebut diimplementasikan. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala 

Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo mengenai kebijakan 

yang dibuat dalam penyaluran dana BPNTD ini sebagai salah satu strategi 

yang berdampak secara jangka panjang sebagai berikut: 

“Strategi yang dilakukan adalah memperbaiki sistem pendataan 

sasaran penerima bantuan sosial yang dimulai dari tingkat kelurahan, 

melakukan verifikasi dan validasi data penerima Bansos secara 

berkelanjutan dan transparan sehingga dapat dipantau oleh publik dan 

dapat dipertanggungjawabkan data tersebut. (Wawancara dilakukan pada 

Kamis 11 Januari 2024).” 

Selanjutnya kebijakan publik yang dilakukan dalam menindaki 

pemberitaan media massa yang menyatakan bahwa penyaluran dana BPNTD 

yang tidak transparan dan akuntabel, Kepala Bagian Jaminan Sosial 

memberi tanggapan sebagai berikut: 

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap pemberitaan atau 

laporan masyarakat, kemudiann segera memperbaki sistem yang ada mulai 

dari tingkat bawah ini dalam hal ini sampai ke Dinas Sosial. (Wawancara 

dilakukan pada Kamis 11 Januari 2024).” 

Akuntabilitas Kebijakan Lembaga Publik penting untuk ditindak 

lanjuti dan dijadikan sebagai capaian dalam setiap program yang 

dilaksankan khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran dana BPNTD ini 

yang dikelola oleh pemerintah guna mendapatkan dukungan dan 

kepercayaan masyarakat dalam laporan pertanggungjawaban yang 

transparan dan akuntabel. 

4.2.2.5 Tanggungjawab Keuangan 

Tanggung jawab keuangan pada lembaga publik tujuannya untuk 
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menggunakan dana publik secara ekonomis dan efisien, menghindari 

pemborosan, kehilangan dana, dan korupsi. Tanggung jawab keuangan 

menjadi penting karena merupakan tujuan utama masyarakat. Tanggung 

jawab ini mensyaratkan bahwa laporan keuangan organisasi publik 

menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak eksternal. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala 

Bagian Pemberdayaan Kota Gorontalo memberi tanggapan terhadap strategi 

pengelolaan dana BPNTD mulai dari perencanaan hingga realisasinya 

sebagai beriku: 

“Strategi yang dilakukan bagi data calon penerima bansos harus 

benar – benar terverifikasi dengan baik agar bansos yang disalurkan tepat 

sasaran. (Wawancara dilakukan pada Kamis 11 Januaei2024).” 

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian 

Kasubag Program tentang prosedur laporan pertanggungjawaban atas 

penyaluran dana BPNTD ini sebagai berikut: 

“Semua laporan pertanggungjawaban yang sumber dananya 

bersal dari APBD diperiksa oleh BPK. (Wawancara dilakukan pada Kamis 

11 Januari 2024).” 

Tanggungjawab keuangan publik harus benar – benar tersaji dan 

sesuai prosedur pelaporan pertanggungjawaban, pertanggungjawaban 

dilakukan pada akhir tahun dan dilanjutkan pemeriksaan yang dilakukan 

oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 

penyaluran dana BPNTD ini terlaksana sesuai dengan target realisasi yang 

direncanakan namun di tahun 2021 ada kesalahan yang disebabkan pihak 

ketiga tidak bertanggungjawab dengan program yang dijalankan sehingga 
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Dinas Sosial bertanggungjawab mengembalikan dana yang dianggarkan 

untuk dikembalikan ke pusat tanpa ada selisih Rp.1 pun. Inilah bukti 

tanggungjawab dan akuntabilitas Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Gorontalo dalam pengelolaan dana publik yang efektif. 

4.3. Pembahasan 

4.3.1.Transparansi 

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyediakan informasi yang 

material dan relevan terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik bagi suatu 

organisasi untuk pihak yang membutuhkan serta sebagai pemangku juga 

pengelola kepentingan (Mahmudi, 2016:17). Transparansi dijadikan sebagai 

prinsip yang memberi akses atau kebebasan bagi masyarakat luas untuk 

mendapatkan informasi berupa kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta 

hasil-hasil yang dicapai mengenai penyelenggaraan pemerintahan 

(Iznillah,dkk.2018:29-41). Capaian tranparansi yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam penyaluran dana Bantauan 

Pemerintah Non Tunai Daerah (BPNTD) bertindak dan berusaha untuk 

mengoptimalkan penyaluran dana bantuan ini dengan mengawalinya melakukan 

sosialisasi tentang penyaluran dana BPNTD ini keseluruh pelosok desa dan 

kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Gorontalo, dengan melakukan 

pendampingan dan membagikan informasi yang jelas tentang syarat – syarat yang 

harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan sosial, untuk menghindari 

pemberitaan dan komentar negatif atas penyaluran dana bantuan pemerintah Dinas 

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan sosialisasi jauh sebelum 
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dilakukannya perencanaan calon usulan penerima bantuan agar para calon 

penerima bersiap dan memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan segala 

pemberkasan guna calon penerima yang diharapkan oleh Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sesuai dan tepat sasaran. Selain itu 

juga, daftar usulan calon penerima yang sudah terdata dan telah terverifikasi dan 

memilik surat ketetapan yang disahkan oleh Wali Kota tidak dapat diubah atau 

diintervensi lagi oleh pihak manapun karena sistemnya terintegrasi dengan sistem 

layananan milik Kementrian Sosial Republik Indonesia yaitu Sistem Informasi 

Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) sehingga mengurangi risiko 

terjadinya kecurangan dalam penginputan data calon penerima. 

Adapun tahapan-tahapan yang diberlakukan dalam proses penyaluran dana 

bantuan sosial telah diatur dalam Perwako No.16 Tahun 2021 tentang Hibah 

Sosial yangmana dalam setiap prosesnya telah diawasi dan ditinjau langsung oleh 

PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) agar terciptanya transparansi dalam 

hal penyaluran dana bantuan sosial. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan sistem penyaluran dana bantuan 

pemerintah yang transparan dimulai dari proses perencanaan sampai dengan 

proses realisasi yang didukung dengan laporan pertanggungjawaban sebagai bukti 

pelaksanaan program ini (bukti di lampiran). Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rizka Yunika,Shella 

Budiawan.2021) yang berjudul Analisis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat 

Corona Viruses Desease Di Provinsi Gorontalo yang membahas tentang sistem 

penyaluran dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 yang 
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dikelola oleh Dinas Provinsi Gorontalo dalam pencapaiannya merealisasikan dana 

ini pada tahun 2021. Persamaan yang ditemukan dari penelitian ini dan penelitian 

sebelumnya menggunakan variabel transparansi sebagai capaian penyaluran dana 

bantuan sosial sehingga hasil yang ditemukan memiliki persamaan yang diukur 

secara informatif dan terungkap secara transparan. 

4.3.2.Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan sebagai tingkat kepuasan 

masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban dalam menyajikan dan memberikan laporan 

terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat luas. Tingkat 

akuntabilitas pengelolaan BPNTD mengarahkan agar Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sebagai pihak pengelola dapat 

mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan BPNTD, yang dimulai dari 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Dari hasil penelitian ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Mayarakat Kota Gorontalo telah melakukan tahapan penyaluran berdasarkan 

standar yang ditetapkan dan diatur dalam Perwako No. 16 Tahun 2021 tentang 

Hibah Sosial dengan memperhatikan segala prosedur penyaluran hingga tahapan 

pelaporan pertanggungjawaban dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas yang 

terbagi dalam lima apek yaitu tanggungjawab hukum, akuntabilitas manajerial, 

akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan lembaga publik, dan 

tanggungjawab keuangan. Penelitian ini menggunakan teori kebaharuan tentang 5 

dimensi yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas program dalam sektor 
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publik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sangki, A. A., Gosal, R., 

& Kairupan, J.(2017). 

Hasil penelitian ini mengungkapkan setiap prosedur yang dijalankan dalam 

proses penyaluran dana bantuan sosial ini telah memenuhi kriteria dan sesuai 

dengan aturan penyaluran yang berlaku dengan dibutikan oleh penyajian laporan 

pertanggungjawaban yang efektif dan sesuai denga nomial dana yang dianggarkan 

setiap tahunnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jumianti di tahun 2018 dengan judul penelitian Transparansi dan Akuntabilitas 

dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  SMA 

Muhammadiyah di Kabupaten  Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa 

dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah mereka melibatkan semua 

pejabat strukturalm dan dewan guru untuk bersama – sama membahas dan 

memusyawarahkan alokasi dana bantuan operasional sekolah di tahun berjalan 

sehingga dalam pelaporan pertanggungjawaban semua pihak dapat 

mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah 

sehingga akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban dapat 

dipertanggungjawabkan. Persamaan ditemukan pada kedua variabel penelitian ini 

namun yang membedakan jenis anggaran dan peruntukkan dari pengelolaan dana 

pemerintah ini.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam 

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Transparansi penyaluran dana BPNTD dalam hal ini dana bantuan 

pemerintah yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Gorontalo dinyatakan telah memenuhi dan sesuai dengan standar 

tansparansi yang diatur dalam prosedur penyaluran dana BPNTD yang di 

atur dalam Perwako No.16 tahun 2021. 

2. Akuntabilitas pelaporan yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban dari 

pelaksanaan program penyaluran dana BPNTD yang dikelola oleh Dinas 

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dapat dinyatakan 

telah terlaksana dan terlapor secara akuntabel. Laporan pertanggungjawaban 

yang disusun berdasarkan realisasi di lapangan dan kesesuaian data yang 

terlapor di Kemetrian Sosial Republik Indonesia dengan memalui 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Dinas Sosial dan Pemberdayan Masyarakat Kota Gorontalo 

Penerapan transparansi dan akunabilitas dalam proses penyaluran dana 

BPNTD yang dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 
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Kota Gorontalo dapat meningkatkan kepercayaan dan menambah nilai 

layanan publik atas kinerja yang dilakukan berdasarkan visi misi yang telah 

disusun oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya diharapkan hasil penelitian 

ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah masukan 

analisis untuk dapat memperluas teknik dan metode penelitian sehingga 

dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik pula kedepannya. 
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1. Manuskrip Wawancara 

 

Transparansi Informativeness 

(Informatif) 

1. Tepat Waktu 

 Kapan penyaluran 

dana bantuan 

terselalurkan di 

setiap tahun? 

 Apakah 

penyaluran dana 

bantuan dilakukan 

setiap bulan atau 

per 6 bulan? 

 Apakah pernah 

waktu penyaluran 

dana bantuan 

lewat dari waktu 

yang telah 

dijadwalkan? 

2. Memadai 

 Apakah data calon 

penerima bantuan 

dana  sosial 

dilakukan verifikasi 

data terlebih 

dahulu? 

 Apakah ada sesi 

wawancara yang 

dilakukan bagi 

calon penerima? 

 Apakah aparat / 

petugas dari dinas 

sosial melakukan 

observasi awal bagi 

calon penerima 

bantuan sosial? 

 Apakah calon 

penerima dana 

antuan setiap 

tahunnya dilakukan 

revisi data bagi 

pemerimanya? 

Atau diusulkan 

sesuai data 

sebelumnya? 

3. Jelas 
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 Apakah calon 

penerima bantuan 

yang terdaftar telah 

memenuhi syarat dan 

melengkapi berkas 

sesuai ketentuan? 

 Apakah ada kerjasama 

dengan pihak terkait 

sebagai pihak yang 

dapat 

mengkonfirmasi 

bahwa data penerima 

dana bantuan sosial 

ini layak sebagai 

penerima dana 

bantuan sosial? 

4. Akurat 

 Tahapan apa saja yang 

dilakukan sebagai 

bentuk verifikasi data 

bagi calon penerima 

dana bantuan sosial? 

 Apakah ada 

konfirmasi data 

berulang dilakukan 

oleh pihak dinas bagi 

calon penerima dana 

bantuann sosial? 

 Siapa yang 

melaksanakan sistem 

penginputan calon 

penerima dan 

bantuan sosial? 

 Berapa lama waktu 

yang dibutuhkan 

untuk finalisasi data 

calon penerima 

bantuan sosial? 

5. Dapat 

diperbandingkan 

 Apakah data calon 

penerima bantuan 

yang telah disepakati 

dapat diubah sewaktu-

waktu? 

 Siapa saja yang 
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memiliki kewenangan 

atas perubahan data 

yang dapat diubah 

sewaktu – waktu? 

 Apakah laporan 

pertanggungjawaban 

penyaluran dana 

bantuan sosial 

diperiksan oleh BPK? 

 Siapa yang 

bertanggungjawab 

apabila dana bantuan 

sosial dianggarkan 

memliki selisih 

dengan realisasi? 

6. Mudah diakses 

 Siapa saja yang 

dapat memiliki 

data calon 

peneirma dana 

bantuan? 

 Apakah para calon 

penerima bantuan 

memiliki akses 

untuk melihat 

proses data 

penyaluran dana 

bantuan? 

 Apakah ada 

alamat website 

atau akun tertentu 

untuk melihat data 

calon penerima 

dana bantuan? 

 Apaka masyarakat 

umum dapat 

mendaftarkan diri 

secara personal 

untuk pengajuan 

calon penerima 

bantuan sosial? 

 

Dislosure 

(Pengungkapan) 

1. Kondisi keuangan 

 Apakah ada syarat 

tertentu mengenai 

kondisi ekonomi 
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dan pekerjaan 

tertentu bagi calon 

penerima dana 

bantuan sosial? 

 Apakah salah satu 

syarat calon 

penerima dana 

bantuan harus 

pengangguran? 

 Dana bantuan 

sosial yang 

disalurkan dalam 

bentuk  bahan 

pangan atau uang 

tunai? 

 Apakah ada 

pertanggungjawab

an yang dilakukan 

oleh penerima 

bantuan sosial di 

kemudian hari? 

2. Susunan pengurus 

 Siapa saja yang 

berkontribusi dan 

bertanggungjawa

b atas penyaluran 

dana bantuan 

sosial yang 

dialkukan setiap 

tahun? Dimulai 

dari perencanaan 

sampai dengan 

realisasi? 

3. Bentuk perencanaan 

dan hasil dari 

kegiatan. 

 Bagaimana prosedur 

perencanaan dan 

penetapan dana 

anggaran bagi dana 

bantuan sosial? 

 Siapa saja yang 

berwenang dalam 

penyusunan 

anggaran dana 

bantuan sosial? 
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 Besaran nilai 

anggaran ditentukan 

berdasarkan apa? 

Jumlah penerima di 

tahun selamjutnya 

atau dilakukan 

observasi kembali 

untuk memnetukan 

jumlah calon 

penerima bantuan 

sosial tahun 

berjalan? 

 Apakah ada bentuk 

pertanggungjawaban 

bagi yang 

menangani 

penyaluran dana 

bantuan sosial yang 

dimaksudkan? 

Akuntabilitas Tanggung jawab hukum 

dan kejujuran 

(probabilitas dan legalitas 

1. Kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan 

lain. 

 Apakah sistem 

penyaluran dana 

bantuan sosial di 

dinas sosial dan 

pemberdayaan 

kota gorontalo 

sudah sesuai 

peraturan 

kemensos yang 

berlaku? 

2. Tanggung jawab 

kejujuran berkaitan 

dengan pencegahan 

penyalahgunaan 

kekuasaan, korupsi 

dan kolusi. 

 Apakah pernah 

dalam sistem 

penyaluran dana 

bansos ditemukan 

ketidaksesuaian 

yang telah di atur 

dalam peraturan 

kemensos? Jika 
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iya, apa tindakan 

yang dilakukan ? 

3. Praktik organisasi 

yang baik. 

 Bagaimana hasil 

pertanggungjawab

an penyaluran 

dana bantuan 

sosial dalam kurun 

waktu 3 tahun 

terakhir? Apakah 

tergolong efektif? 

 Akuntabilitas manajerial 

 

Bertanggung Jawab atas 

Manajemen Organisasi 

yang Efektif dan Efisien. 

 Sebagai pelaksana 

penyaluran dana 

bantuan sosial, apa 

yang menjadi 

komitmen saudara 

dalam 

penyelanggaraan 

penyaluran dana 

bantuan sosial? 

 Apabila terjadi 

ketidaksesuaian 

data pengusul 

calon penerima 

dana bantuan 

dengan data yang 

calon penerima, 

apa tindakan 

saudara? 

 Akuntabilitas program 

 

Program organisasi yang 

berkualias dan 

pendukung strategi untuk 

mencapai visi, misi dan 

tujuan organisasi. 

 Sebagai pejabat 

penyusun 

anggaran dana 

bantuan sosial, 

bagaimana 

progress atau 

strategi yang 

dilakukan untuk 
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menghin dari 

terjadinya 

kecurangan dalam 

penentuan calon 

penerima bantuan 

sosial? 

 Apa yang anda 

lakukan apabila 

penyeleanggaraan 

penyaluran dana 

bantuan dapat 

direalisasikan 

sesuai target yang 

telah dibuat? 

 Akuntabilitas kebijakan 

lembaga publik 

 

Indentifikasi dampak 

masa depan atas 

kebijakan yang 

diimplementasikan 

 Bagaimana 

strategi yang anda 

lakukan untuk 

mengidentifikasi 

dampak yang 

berkelanjutan atas 

sistem penyaluran 

dana bantuan saat 

ini yang tidak 

transparan dan 

tidak akuntabel 

dalam 

pertanggungjawa

ban? 

 Bagaimana 

tanggapan anda 

dengen 

pemberitaan dan 

laporan 

masyarakat atas 

tindakan yang 

tidak transaparan 

dalam sistem 

penyaluran dana 

bantuan sosial 

ini? 

 Tanggung jawab 

keuangan 

Efisiensi penggunaan 

dana publik dan 
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menghindari 

pemborosan, kehilangan 

dana dan korupsi. 

 Apa strategi anda 

untuk 

mengefisienkan dan 

menghindari 

terjadinya 

kecurangan dalam 

sistem penyaluran 

dana bantuan sosial? 

 Apabila ada tekanan 

dari atasan untuk 

melakukan 

kecurangan dalam 

sistem penya;uran 

dana bantuann sosial, 

apakah anda bersedia 

melakukan 

kecurangan atas 

perintah? 

 Apakah laporan 

pertanggungjawaban 

atas penyaluran dana 

bantuan sosia juga 

diperiksa oleh badan 

pemeriksa keuangan? 

Apabila ditemukan 

kecurangan, apakah 

ada cara untuk 

mensiasatinya? 

 Jumlah dana bantuan 

sosial ditiap 

tahunnya bernilai 

tinggi, apakah jumlah 

penerima dana 

bantuan sosial ikut 

meningkat? 

 Apakah ada 

kerjasama dengan 

lembaga lain dalam 

penyaluran dana 

bantuan sosial? 
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2. Dokumentasi/Foto 
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3. Laporan Pertanggungjawaban 
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